LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR 39 TAHUN 2007

PERATURAN DAERAH KABUPATCHN KCNAWE
NOMOR : 5 TAHUN 2007

TENTANG
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA FSA
BUPATI KONAWE ,

Menimbang  : a. bahwa berdasarkan ketentuaun Pasal 10 ayat (1) Undz-c-
Undanyg Momor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerz-
maka Pemerintah  Daerah  menvelenggarakan  uruszr
pemenntahan yang menjadi kewenanganrya kecuali uruzz-
pemerintahan yang vieh undang-undang ini ditentukan menah
urusan psmerintahan;

b bahwa untuk memberikan daya gura dan hasil guna yzng
sebesarnya bagi kemakmuran rakyat dan memberikan kontricusy
vang signifikan bagi pemasukan Pendapatan Asli Dacrah imak3
periu melakukan pengaturan, pembinaan, pengendalian dar
pengawasan atas usaha pertambangan umum yang menjzci
kewenangan Pemerintah Daerah.

¢. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf @ dan b tersebaut

diatas, maka citetapkan Peraturan Daerah.

Mengingat . 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 195% tentzag
Pembentukan ~ Daerah - Daerah Tingkat Il di Sulawss!
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1.

{Lemberan MNegara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
i_.embaran Negara Nomior 1822);

Undang- uqdang Nomor 5 Tahun 198C. isniang Peratur
Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaren “iegara T [
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negz-a Nomor 20
Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1967 tcntang
Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertamozngan  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);

Undang - Undang Nomor 1 Terun 1970 tentang
Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lemazran Negara Nomor
2918);

Undang — Undang Nomor 5 Tahun 19¢C tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosisiemnya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun “280 Nomor 481
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3<°2);

Undang — Undang Nomor 24 Tahun 1854 ientang Penat
Ruang (Lembaran Negara Republik Inccnesia Tahun 1
Nomor 115, Tambzahan Lembaran Negara Nomor 3501);
Undang — Undang Nomor 6 Tahun 1S%£ {enitang rer zrian
Indonesia (Lembaran Negara Repuzi= indonesia Tzhun
1996 Nomor 73, Tambahan Lembsrzn Negara 'omor
3639);

Undang - Undang Nomor 23 Teron 1937 iznian
Pengelolaan Lingkungan Hidup (_smbaran hizgare
Republik Indonesia Tehun 1997 Nc—or 88, Tamozhan
Lembaran Negara Nomor 3639);

Undeng — Undang Nomor 18 Tahun *227 tentarg Fajak
Daerah dan Retriousi Daerah sebagzi—znza telah ciuban
dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesiz Tzhun 2000 tomor
248, Tampahan Lembaran Negara Normcr £048);

Undang - Undang iNomor 10 Tzran 2004 ieniang
Peinentusa.. Peraturan Perundang-Urezngan (Lemdbaran
Neqara Tahun 2004 Nomor 53, Tambzrzn Lebaran hezara
Nomor 4389);

Undang - Undang Nomor 32 Tarim 2004 isnang
Pemerintahan Dzsrah (Lembaran ‘vsgara  Reoublik

aan
987

«2

1)



R =

TSR

“rint @ men Bagian hukum

12.

13

14.

15.

17.

18.

19,

indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4437,

Undeng - Undang Nomor 33 Tehun 2004 tentanc
Perimbangan Keuangan eantera Pemerinteh Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesiz
Tshun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negarz
Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 sebagaimanz
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75
Tahun 2001 tentang Pelaksanzan Undang-Undang Nomar
11 Tahun 1957 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokaox
Pertambangan (Lernbaran Negara Republik Indonesiz
Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negarz
Nomor 4154);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1980 tentanc
Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republic
indonesia Tanun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembarar
Negara Nomor 3409);

Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 1988 tenianc
Kawasan Suz<2 Alam dan Kawasan Pelestarian Alar
{Lembaran Negara Republik Indonesiz Tahun 1588 Nomer
132, Tambahzan Lembaran Negara Nomor 3776},

folo%e)

. Peraturan Pemszrintah Nomor 27 Tzhun 1899 tenizn:
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Analisis Mengenai Dampak Ling<ungan Hidup (Lem
Negara Repuzik indonesia Tahun 1993 Nomor &S
Tambahan Lemcaran Negara Nomor 3838);
Peraiuran Pernerintah Nomor 471 Tahun 1
Fengendalian czn Pencemaran Udara (Lenib
Republik Indcresia Tahun 1555 Nomor 85,
Lembaran Negzra Nomor 3853);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tehun 2000 tentang
Kewenang Pemerinitah Daerah dan Kewenangan Propinsi
sebagai Daerzh Otcnom (Lembaren Negaiz Repulik
indonesia Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3352},

Peraturan Pemesintah Nomor 54 Tahun 2000 tentenc
Lembaga Penvedia Jasa Pelzyznan Penyslesziar

Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan {Lembaran

Lo
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Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 113,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3882);

20. Peraturan Pemerintah Momor 26 Tahun 2004 fentanc

21.

22.

28,

24.

25,

Perubshan Nama Kabupaten Kendari menjadi Kabupaten
Kcnawe (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 103);

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor
1453K/29/MEN/2000 tentang  Pedoman  Teknis
Penyelenggaraan ~ Tugas  Pemerintzhan  dibidang
Pertambangan.

Peraturan Daerah Kabupaten Kendari Nomor 2 Tahun 1986
tentang Penyidik Negsr Sipil dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Kendari (Lembaran Daerah Kabupaten Kendari
Tahun 1985 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendai Nomor 16 Tahun
2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kendari
sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerzh Tahun 200C
Nomor 64);

Peraturan Daerah Ka-upaten Kendari Nomor 20 Tahun
2000 sebagaimana telah diubah terakhir dsngan Peraturan
Daersh Kabupaten Kendari Nomor 13 Tahun 2093 tentang
Pembeniukan, susunan Oragnisasi can Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Kendari (Lembaran Daerah
Tahun 2003 Nomer 27 )

Peraturan Daerah Kabuczien Konawe Nomaor 1 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabpaten Konawe Tzmun 2006 Nomor
16).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE

Menetapkan

2rint & —¢n Bagian okum

dan
BUPATI KONAWE

MEMUTUSKAN -

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TENTANG
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN UMUM
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BABI
KETENTUAN UNUM

Pasai 1

am Peraturan Daerah ini vang dimaksud dengan:

UL

Daerah adalah Kabupaten Konawe,

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe;

Kepala Daerah adalah Bupati Kcnawe;

DPRD adalah Dewan Perwakilzn Rakyat Dasrah Kabupaten Konzwe

Kepala Dinas Pertambangan adalah Kepaia Dinas Pertambangan dan Energi

Kabupaten Konawe;

Dinas Pertambangan adalah Dinas Pertambangan Kabupaten Konawe;

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Konawe;

Pertambangan Umum Dasrah adalah kegiatan pertambangan yang terdi dari tahapar
penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi. pengolahan / pemumian, '\eﬂgar\r‘kl' Els
dan penjualan serta segala fasilitas penunjewgwya dalam wilayz~ xsbupaten konawe
Pertambangan Rakyat adalah suatu kegiztzn pertambanga~ yang dilakukan ol
rakyat/masyarakat (perorangan/koperasi) setempat;

Mineral ikutan adalah mineral atau aneka bzhan galian yang sscara slamiah terjac
atau ferdapat bersama-sama dengan mineral atau bahan gziizn utama, sehingcz
dalam proses dan pengolahan atau pemum'ﬂﬂ ikut terambit sebazai produk ikutan;
Bahan galian adalah logam kimia, mineral — mineral, biiin dan ””a!a macam Dah"--

2N mempuny ‘ai nilz

termasuk batu bata, gambut, bitumen padzl 2 bawsh ta

panas bumi dan mineral radio akfif yang t=-iadi secarz alam

ekonomi;

Penyelidikan umum adalah penyelidikan sscara geologi L—um zau ger

didaratan, perairan dan dari udara dengan maksud untuk memb. 2t psia eci0gi U

atau untuk menetapkan tanda-tanda bahan gziian pada UMUMiv 2.

LKopl\).ldbl adaian dysaha per ndmudngan déngan maksud untux mei ghasiivan bafia

galian dan memanfaatkannya;

Pengolahan / pemurnian adalah usaha r‘pmper’ungo' mut bshan galian seriz

memanfaatkannya dan memperoleh unsur — unsur yang terdapat o2da bshan galian;

Pengangkutan adalah segaia kegiatan memindahkan bahzn gaiizn dai tempat

eksploitasi atau pengolahan/pemurnian;

Penjualan adalah segala kegiatan usaha psniualan bahan galie~ dari hasil eksploitzs:
atau pengolahan/pemurnian;

Studi kefayakan adalah kegiatan uszha perizmbangan untuk

secara rinc seluruh aspek yang berkaitzn untuk menentu

pertambang.n termasuk penyelidikan / studi jumiah cadangan y
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dengan metode penambangan dan pengolahan / pemumian, perencanaan
infrastruktur, investasi dan analisis mengenai dampaX fingxungan atau upayz
pengelolaan lingkungan dan upaya pemaniauan fingkungan vang juga dapat ciiakukar
dengan pemboran sisipan dan pengambilan contoh ruah;

KonstrukSI adalah tahapan usaha pertambangan untuk me.2xukan pembangunar
seluruh fasilitas untuk melakukan operasi produksi, termesux persiapan lahan, jalan
fasilitas pengolahan atau pemurnian, percobaan penambangan dan percobaar
pengolahan atau pemurnian;

Operasi produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk melakukar
penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan pen;ualan bahan galian;

lzin usaha pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adzizh izin yang diberikar
kepada badan hukum Indonesia, koperasi atau perorangan untuk melaksanakan usahz
pertambangan;

Perjanjian usaha pertambangan yang selanjutnya disebut =J2 adslah perjanjiar
antara pihak untuk mengikatkan diri dalam melaksanakan usanz certambangan;

izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPR adz =" Izin yang diberika~
kepada perorangan atau koperasi setermpat yang melaksanakan usaha pertambangan
Hak atas adalah hak atas sebidang tanah pada daerah permiukaan bumi sesuz
peraturan hukum tanah Indonesia;

Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau ms~zla kegunaan lahar
yang terganggu sebaqgai akibat kegiatan usaha pertambangan =3ar aapat beriungs:
dan berdaya guna sesuai peruntukkannya;

. Konservasi adaleh pengelolaan sumber dzya alam yang me~a2min pemanfaater

Akl

secara bijaksana dan bagi sumber daya yang tidek dapat dipezz"arui (Unrenswable
rmeniamin kesinembungan persediaannya denqgan tetap inemeli~z-2 dan rn»ﬁn""matker
kualitas, nilai dan keaneka ragamannya;

Garis pantai adalah hatas setempat yang dicapai air laut czca wakiu air surut
terendah;

. Wiiayah pertambangan adalah seluiun loxasi kegigten penz-nangan dan lokas'

fasilitas penunjang kegiatan penambangar;

Materiai buangan adalah tanah/batuan yarg berada diates, dien-zra atau disekeliling

bahan galian yang digali atau ikut tergali dalam proses kegiatan ©saha pertambangan

tetapi tidek dimanfaatkan;

Limbah adalah sisa suatu kegiatan atau proses dalam beniuk paczian, cairan atau gas

yang keluai dari piuses penambangan dan pengolanan / pemurmnizn bahan galian:;

Jasa pihak lain adalah jasa usaha penunjang pertambangan yz~2 berkaitan dengan
pelaksanzan IUP dan PUP;

. Peruniukkan lahan pasca tambang adalah peruntukkan lzhan »27g dinyatskan dan
d

lisetujui dalam IUP dan atau PUP;

€ -icn Zagian —ukum : 6
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32. Pengembangan wilayah dan masyarakat adalah suatu kegiatan untuk mempercepat
pengemoangan pemukiman dan pengembangan wilaysh guna mendorong kegiatan
exonomi masyarakat sekitar tambang;

33. Pelaksana Inspeksi Tambang yang seianiutnya disingkat PIT adalah pelaksan inspes
Tambang Daerah Dinas Pertambangan Kabupaten Konawe;

BABII
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB URUSAN
DI BIDANG USAHA PERTAMBANGAN UMUM

Pasal 2

Kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan urusan di bidang usaha pertambangan
umum dilakukan oieh Kepala Daerah.

Pasal 3

Bahan - bahan galian yang termasuk di dalam bidang Pertambangan Umum adaleh sem.z
golongan bahan galian sebagaimana diatur di dalam peraturan penggolongan bahan ga'iz~
yang berlaku kecuali bahan galian minyak dan gas.

Pasal 4

(1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertambangan umum sebagaimanz
dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini meliputi :
g. Pengaturan;
b.  Perizinan;
c.  Pemoinaan dan Pengawasan;
d. Evaiuasi dan Pelaporan;
K

(ewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan tugzs

—
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pemerintahan di bidang pertambangan umum meliputi :

a. Mengatur, mengurus, membina den mengembangksn kegistan usztz
pertambangan umum;

Melakukan kegiatan survey, inventarisasi, dan pemetaan terhadap bahan galia~:
Pengembangan dan penetapan prosedur persyaratan pemberian izin;

Peng 1gemm bausan dan prﬂetapé‘ﬂ {)u’CS{:‘de :;e«ar\Sauaax'? oerm oin idan, pengawsse"
dan pemeriksaan;

Mengatur dan menetapkan kompetens: Jabatan pada organisasi kenizr
pertambangan;

f. Mengatur dan menetapkan tata cara pengelolaan informas energi dan sumzs
daya mineral di daerah;

Mengatur dan menetapkan tata cara evaluasi dan pelapore~;

ao o
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h.  Penyelesaian masalah tumpang tindih wilayah antara usaha pertambangan umum
dengan usaha atau peruntukan lain;

i.  Perencanaan dan pengembangan wilayah dan kawasan pertambzangan;

j. Pencegahan dan penaggulangan pertambangan tanpa izi;

K. Penetapan dan pengawasan pengelolaan lingkungan serta Xesehatan dan
Keselamatan Kerja (K3) dalam rangka usaha pertambangan umurm;

[ Penetapan dan pengawasan serta pembinzan dan pelaksznaan program
pengembangan masyarakat sekitar wilayah uszha pertambangan umurm;

m. Pemberian |zin Usaha Pertambangan;

n. Melakukan Pungutan Daerah dan atau Pungutan Negare;

0. Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR);

Bupati menugaskan Dinas Pertambangan dan Energi untuk merencanakan dan

melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini.

Dalam melaksanakan kegiatan tersebut pada ayat (3) pasal ini, Dinas Pertambangan

dan Energi dapat bekerja sama dengan instansi lainnya.

Kewenangan dan tanggung jawab pelaksanaan sesuai ayat (3) diatas yang

dilimpahkan dari Kepala Daerah kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi akan

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dasrah.

BAB I
USAHA PERTAMBANGAN

Pasal §

Sefiap usaha pertambangan uraum baru dapat diiakukan setelah memiliki izin dari
Kepala Caerah.

Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dapat dipincah tangankan
kecuali atas izin Kepala Daerah dan pelaksanaannya diatur oleh Keputusan Kepala
Caerah.

Izin sebagaimana dimeaksud ayat (1) pasai ini terdiri dari :

a. Kuasa Pertambangan (KP);

b. Kontrak Karya (KK);

¢. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B);

Usaha Pertambangan dapat berupa izin uniuk melaksanakan kegiatan

Penyelidikan Umum;

Ehsploras;,

Eksploitasi;

Pengolahan dan Pemurnian;
Pengangkutan;

Penjualan;

Qo o
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Usaha Pertambangan dalam bentuk KP seperti dimaksud ayat (3) pasal ini dapa:
diberikan dalam bentuk : -

a. Keputusan Pentigasan Pertambangan Umury;

b. Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan Umum;

c. Keputusan Izin Pertambangan Rakyat (IPR);

d. Keputusan Izin Pertambangan Skala Keci! (IPSK);

Pasal 6

Usaha Pertambangan Umum dapat diberikan kepada :

a. Instansi Pemerintah;

Badan Usaha Milik Negara (BUMN);

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);

Koperasi / Koperasi Unit Desa;

Badan Hukum Swasta yang didirikan sesuai dengan Peraturan Perundang-

Undangan dan berkedudukan di Indonesia, mempunyai pengurus yarc

berkewarganegaraan Indonssia serta bertempat tingga! di Indonesia dar

mempunyai usaha di bidang Pertambangan yang berlokasi di daerah;

f.  Perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal c
Kabupaten Konawe;

g. Badan Hukum Swasta yang modainya berasal dari kerfja sama antara Badar
Usana dan Badan Perorangan sebageimana tercantum dalem huruf g, b, ¢, d dar
€,

Bagi Badan Uszha atau Koperasi yang me!aksanakan Usat

mempunyai kantor di daeran;

Persyaratan, prosedur dan format nermohonan perizinan sebagzimana dimaksud ayar

{1) pasal 5 Peraturan Daerah ini diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Kegiatan Pertambangan tidak memerlukan izin dari Kepala Daerzh sebagaimana pesa:

5 ayat (1) vaitu untuk keperluan peneliian dan penyzlidikan.

Regiatan perlambangan untuk Keperiuan peneliian dan penyelidikan dalam ayai (¢

pasal ini dapat dilakukan seteleh mendapat penugasan Pemeriniah untuk melakukar

peneliian dan penyelidikan.

Permiohionan untuk memperoieh persetujuan terssbut ayat (5) pas2! ini diajukan secarz

tertulis kepada Kepala Daerah melaui Dinas Pertambangan.

Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (6) pasal ini hcrus SHcmpirkan data-datz

mengenai :

a.  Maksud dan tujuan kegiatan,

b. Lokasi, jenis bahan galian dan rencana kerjz;

c. Pelaksana yang melakukan pekerjaan penelitian dan penyelician;

® a0 o
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Setxap permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (6) pasal ini hanya dapat
diajukan untuk sekali kegiatan dan satu jenis behan galian dalam suafu wilayah dan
persetujuan diberikan untuk sslama-lamanyz 6 (enam) bufan. )
Hasil kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini wajib dilaporkan secara teriuiis
kepada Kepala Daerah melalui Dinas Pertambangan dan Energi.

Pasal 7

Kegiatan usaha pertambangan umum fidak boleh dilakukan padz :
Wilayah Suaka Alam, Hutan Wisata

Hutan Lindung;

Tempat Ibadah, tempat-tempat kuburan, tempat yang dianggap suci, tempz:
pekerjaan umum misalnya jembatan, jalan umum, saluran air, listik dar
sebagainya.

Wilayah yang tertutup untuk kepentingan umum dan pada tempat — tempat sekitar

lapangan dan bangunan untuk kepentingan pertahanan dan ¢ e(:a'nanan;
e. Tempat-tempat pekerjaan dari usaha pertambangan lainnya;
i.  Bangunan-bangunan tempat tinggal, sekolah-sekolah, pabrik-pabrik dan tanah c
sekitarnya kecuali dengan izin yang bersangkutan;
g. Endapan pasir laut;
Kegiatan usaha pertambangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf ©
pasal ini tidak beleh dilakukan di dalam Hutan Linaung, kecuzli sstelah mendapat izir
khusus dari Instansi yang berwenang.
Dalam hal pemegang izin menganggap periu untuk knpﬂnUn::“. kegiatan usanhz
pertambangan berdasarkan izin, maka pemindshan bangunan fasiiitas umum dapa:
ox!akukan atas izin Kepala Daerah, dengan biaya sepenuhnyz ditanggung oleh
pemegang izin.
Kegiatan Usaha Pertambangan Umum Pasir Laut sebagaimana dimaksud pada pasz
7 ayat (1) huruf g diatas, dapat dilakukan apabila telah diatur 4' dalam Pearaturar
Perundang-Undangan mengenai penataan dan pengawasan pelaksanaan sistim
penambangan, pengusahaan dan ekspor pasir laut.

oo W

Q.

Pasal 8

Izin dinyatakan tidak berlaku apabila :

a.
b.

Masa berlakunya sudah berakhir dan tidak diperpanjang lagi;
Pemegang izin mengembalikan kepada Kepala Daerah sebelum berakhirnya jangks

wakiu yang telah ditetapkan dalam izin yang bersangkutan;

Print & —en Bagien Hexum : 1 O
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lelanggar ketentuan yang berlaku sebagzimana dimuat dalam Peraturan Daerah ini
dan fidak memenuhi kewajiban yang tercantum dafam izin sebagaimana tersebut pada
Pasal 5 ayat 4;
Kondisi penambangannya memmbahayakan bagi lingkungan hidup dan keselamatan
rakyat setempat;
Terjadi persengketaan hak milik tanah yang tidak diselesaikan;
Pemegang izin tidak melaksanakan izin kegiatan usaha pertainbangan dalam jangkz
waktu 6 (enam) bulan setelsh diterbitkan izin atau selama 2 (dua) tahun menghentikan
kegiatan usaha pertambangan umum tanpa memberikan alasan-alasan yang dapat
dinertanggung jawabkan;
Endapan bahan galian sudah habis atau sudah sulit didapat;
|zin dibatalkan dengan Keputusan Kepala Daerah untuk kepentingan negara;

Pasal 9

Pada suatu wilayah usaha pertambangan umum dapat diberikan izin untuk jenis bahan
galian yang keterdapatannya berbeda setelah mendapatkan persetujuan dari
pemegang izin terdahulu.

Pemegang izin mempunyai hak pricritas apabila berkeinginan unfuk menggunakan
bahan galian lain dalam wilayah kerjanya.

Pasal 10
Bentuk dan isi kontrak unfuk KK dan PKP2R mengzcu kepada standar kontiak yang
dibuat oleh Pemerintah.
Kontrak sebagaimana dimaksud daizam ayat (1) pasal ini dikonsuitasikan dengan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam hal pemberian KK dan PKP2B dalam rangka penanaman modal asing,
pemerintah daerah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD),
pemerintah pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

BAB IV
LUAS WILAYAH IZIN
Pasal 11

(1) Luas wilayah untuk satu izin dalam bentuk keputusan pembsrian kuzsz nertambangan

umum :
a. Tehap penyelidikan uimum
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*  Untuk badan usaha maksimal 5.000 Ha;
= Untuk Koperasi maksimal 200 Ha;
= Untuk perorangan maksimal 50 Ha.

b. Tahep Eksolorasi
Untuk badan usaha meksimal 2.000 Ha;

Untuk Koperasi maksimal 100 Ha;
Untuk perorangan meksimal 25 Ha.

c. Tahap Eksploitasi
= Untuk badan usaha maksimal 1.000 Ha;
= Untuk Koperasi maksimal 50 Ha;
= Untuk perorangan maksimal 10 Ha.

(2) Jenisizin yang dapat diberikan kepada badan atau perorangan mzxsimal 5 (lima) izin

(3) Untuk mendapatkan luas wilayah izin atau jumlah izin yang melebihi ketentuar
sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini harus teriesin dahulu mendacz
izin khususnyz atau persetujuan dari Kepaia Daeran;

(4) Luas wilayah izin dalam bentuk KK dan PKP2E :

a. Pada tahap penyelidikan umum stau eksplorasi tidak boleh —elebihi 100.000 =
dan secara bertahap akan dikurangi besarnya sesuai keteriuzn dalam rontrex
perjanjian:

b. Pada tahap eksploitasi tidak boleh melebihi 25.000 Ha.

{5) Luas wilayeh KP dan bentuk IPR untuk perorangan tidak boleh me<isoihi 5 {lima) Hekizr
dan koperasi ticek boleh melebihi 25 (dua puluh lima) Hektar;
(6) Luas wilayah izin dalam bentuk IPSK maksimal 5 (lima) Hektar.

BABV
JANGKA WAKTU PEMBERIAN IZIN
Pasal 12
(1) lzin yang berisikan kewenangar. untuk melakukan Penyelidikar _—um dibzrixan oler

Kepala Daerah untuk jangka waktu selama-lamanya 1 (saiu) tahun.ss

(2) Kepala Daerah dapat memperpanjang jangka waktu termaksud dz'zm ayat (1) pasal irt
untuk jangka wakiu 1 (satu) tahun iagi, atas permintaan yang ber "“JKUta’l yang harts
Hla,rukar vaing lambat 3 {liga) bulan sebelum berakhirnya janc<z wakiu vang teler

UlLCldpf\dl ll lyd.
Pasal 13

1/\ 1zin yang berisikzn kpwpnnnnnn untuk melakukan Usaha Periz—zan

Glbeﬂkaﬂ oleh Kepaia Daerah untuk jangka waktu selame-iameanyz 3 (ti
permintaan yang bersangkutan.

":nlnr:c:

S—

'gan
ge;
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(2)

PR

) lzin yang berisikan kewenangan uniuk melakukan Usaha

PrinT & men Bagian Hukum I

Kepala Daerah dapat memperpanjang jangka waktu termaksud dalam ayat (1) pasal
ini sebanyak 2 (dua) keli, sefiap kalinya untuk jangka wakiu 1 (satu) tahun, atas
permintaan yang bersangkutan vang harus disjukan paling lambat 3 (figa) bulan
sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah citetapkan.

Dalam pemegang izin untuk kegiatan eksplorasi telah menyatakan bahwa usahanya
akan dilanjutkan dengan Usaha Pertambangan Eksploitasi maka Kepala Daerah
dapat memberikan perpanjangan untuk jangka waktu selama-lamanya 3 (tiga) tahun
lagi untuk pembangunan fasilitas Eksploitasi Penambangan, atas permintaan yang
bersangkutan.

Pasal 14

lzin berisikan kewenangan untuk melakukan Usaha Pertambangan Eksploitasi
diberikan oleh Kepala Daerah untuk jangka waktu selama-lamanya 30 (iiga puluh)
tahun.

Kepala Daerah dapat memperpanjang jangka waktu termaksud dalam ayat (1) pasal ini
sebanyak 2 (dua) kali, sefiap kalinya untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh)
tahun.

Permintaan perpanjangan harus digjukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum
berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 15

ertambangan Rakyat

P
Ala Tiasral tuk iznaks
dig Lggfan unwix j2ngeka

dengan Uszha Pertambangan Skala Kecil diterkan oleh Kepal
waktu selama-lamanya 5 (lima) tahun.

) Kepala Daerah dapat memperpanjang jangka waktu termaksud dalzm ayat (1) pasal ini

sebanyak 2 (duaj kali, seliap kali untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

j Fermintaan perpanjangan haius digjukan paiing lambat 3 (tiga) bulan ssbelum

berakhirnya jangka wektu yang telah ditetapkan.

BAB VI
PENUGASAN PERTAMBANGAN

Pasal 16

Keputusan penugasan pertambangan umum yang merupakan penugasan kepada
suatu instansi pemerintah untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam rangka
penelitian / penyelidikan memuat ketentuan-ketentuan pelaksanzan dari penugasan
tersebut,

L)



(2)

@

Apabila dianggap perlu dalam penugasan termaksud daiam ayat (1) pasal ini dapat
diberikan keringanan-keringanan terhadap kewajiban-kewajiban yang ditentukan delam
Peraturan Daerah ini.

Apzbiia dalam penugasan termaksud pada ayst (2) pasal ini fidek dicantumkar
ketentuan-ketentuan mengenai keringanan tersebut, maka ketentuan-keientuar
mengenai Kuasa Pertambangan dalam Peraturar Daerah ini berlaku sepenthny.

\

Pasal 17
Permohcnan lzin Pertambangan Rakyat seperii termaksud dalem pasal 6 (snam
Peraturan Daerah ini diajukan kepada Kepala Dzerah.
Kepala Daerah dapat memberikan lzin Usaha Pertambangan Rakyat hanya pade
wilayah yang telah ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) selame-
lamanya 5 (lima) tahun.
Penetapan WPR seperti termaksud dalam ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepaiz
Daerah.
Kepala Daerah dapat membatalkan suatu penetanan WPR untuk kepentingan nsgara
Perizinan Pertambangan Rakyat hanya diberixan kepada pencuduk setemczt cé’
pengaturan lebih lanjut tentang perizinan periambangan rekyat akan dieizpk
dengan Keputusan Kepala Daerah.

f\)

Pasai 18
Usaha pertambangan yang dltaksa'\ekan secarz segernana gl
dengan luas wilayah yang sangat terbatas dapz: diberikan izin =
Kecil oleh Kepala Daerah kepada rakyat setempz.
Ketentuan dan pengaturan uscha pertambangzar skala kecil akan ditetapkan csngar
Keputusan Kepala Daerah.

BAR Vi
KEWAJIBAN DAN HAK PE.ME(}ANG IZIN
Pasal 19

Pemerintah Daerzh mewajibkan bagi pemchen izin untuk memenuhi .‘—::.»'e;fbai
keuangan sesuai ketentuan yang berlaku pada szat izin diterbitkan atau ketentc
yang berlaku dari waktu ke waktu.

IS

l\J

2
1

Pemerintah Daerah tidak mewajibkan Pemegzng Izin untuk membayar Puigutar
Daerah atas Weste/Matariz! hllangan dan lzo'san tensh penuiLn dalam kzaistzr
operasicnal penambangan selama tidak dimanfzzzan secara kome-sial.
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3) Pemegang izin wajib membayar Pungutan Daecrah dan negara atas kegiaizn
usahanya sesuai ketentuar. vang berlaku pada saar izin diterdikan atau ketentuan 'z~
yang berlaku dari wakiu k= wakiu.

4) Pemegang izin wajib melaksanakan pengmbangan S
keselamatan kerja, teknis penambangan yang ba.K dan ten e
lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berdaku dan petunjuk-per.” -
Pejabat Pelaksana Inspexsi Tamibang (PIT).

(5) Pemegang izin wajib inemberikan laporan secara tertulis ates pelaksanaan keg
setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Daerah melelui Kantor Dinas Pertambangz~
Energi, Camat yang bersangkutan dan tembusan kepada Gubernur melalui _
Pertambangan dan Energi Propinsi, Direktur Jenderal OTDA dan Direktur Jenczrz
Geologi dan Sumber Daya Mirieral.

(6) Pemegang izin wajib membuat laporan hasi pelaksana
Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan \Iu
Dampak Lingkungan (AMDAL) setiap 3 (tiga) bulan kepada <
Dings Pertambangan dan Energi dengan tembusan ke
bertanggung jawab atas pengendalian dampak lingkungan di Czsrat

(7) Guna kepentingan pengendalian dampak lingkungan padz .o?GSI penampzniz
kepada Pemegang Izin diwajibkan membayar / menitipkan uang izaminan rexlama:

(8) Uang jaminan dimaksud ayat (7) pasal ini menjadi hak Pemerir:zhan Daeran biig 12=-
dilakukan reklamasi.

—

y (a0 W
\

IR

o

(9) Pengaturan sebagaimana terssbut ayat (7) diatur dengan Kepuiusan Kepez Dag 2~
Pasal 20
(1) Pemegang izin diwajibkan membayar ganti rugi kepada orang cribadi / badan .27

= Cr
k\) [\})

memiliki tanah pada lokasi kegiatan tambang vang nyate-nyz'z menderit

akibat kegiatan usaha tambang vang hersangkuian,
Kerugian yang cisebabkan oleh usaha - uschz pertambangar o'=h 2 (due) cemszz
izin atau lebin dibebankan kepada mereka bersama-sama.

—
o
o

Pasai 21

(1) Uniuk pemegang izin KP (kecuali IPR dan IPSK), KK dzn PKP2B diwajinxzr
memberikan pembuktian kesungguhan kepada Pemerintah Dzerah dalam ber«
jaminan kesungguhan.

(2) Besarnya jumiah jaminan kesungguhan sesuz’ cengan keter:_zn yang o=l
hektar.



(2)

Teta cera penyeforan dan pencairan jaminan kesungguhan ditetapkan dengar

n
D

eputusan Kepala Dacerah.

megang lzin KP, KK dan PKP2B diwajitkan membuat ! menvampakan petz

pc%adawgan wilayah beserta penjelasannya.

Pasal 22

Pemegang 1zin berhak :
g

a
b.
C

Q.

Pem

TR a0 o

o i (|

Melaksanakan kegiatan pertambangan sesuzi ketentuan dalam iz'n;
Menerima pembinaan dari pemerintah;
Mengajukan keberatan atau keringanan atas penetapan punguizn atau kewajiban

lainnva disertai alagan-alagan padn kaadazan mrpal(c:: {forpe majlnrl dan henar-

[fenRviv]

benar telah melakukan langkah-langkah pengamanan dan mengambil langkar
anema tif yang wajer;

Anram

egang Izm mempunyai hak m°|akukan salan sJu atau sciuru,a Qi
Penyelldlkan Umum;

Sludy Kelayekan;

AMDAL, UKL dan UPL;
Konstruksi;

Izin Pengiriman contoh Batubara;
“ksploitasi / Produksi;
~engolahan / Pemurnian;

Pengangkutan;
Penjualan;
BAB VI
OBYEK, SUBYEK DAN BESARNYA PUNGUTAN
Pasal 23

Pendataan, pencatatan, penetapan dan pungutan cari kegiaten usz~z pertembangan
dilakukan ofeh Dinas Pertambangan.

== & —an zzgien Hukum 16



Pasal 24

Obvek Punautan Daerzh adalah -
\ gquian Daeran Ve

a. Pencadangan Wilayah:;
b. Konpensasi atas penurunan kuatitas lingkungan dan pengurangan sumber daya alam;
¢. Pungutan lainnya yang syah berdasarkan Keputusan Kepala Daerah;

Pasal 25

Subyek pungutan adalah sefiap BUMN dan BUMD, Koperasi/ KUD, Badan.Hgkum,
perorangan atau perusshaan kerjasama yang melakukan kegiatan usaha di bidang
Pertambangan Umum sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

Besarnya Tarif Pungutan Daerah sebagaimana Pasal 24 ditetapkan adalah sebagai berikut

a. Pencadangan Wilayah :

- Lluasans/d5Ha :Rp. 1.000.000 -
- Luasans/d50Ha :Rp. 5.000.000 -

- Luasar s/d 100 Ha : Rp. 10.000.000.-
- Luasen 100 keatas : Rp. 25.000.000,-

0. Konpensas atas penurunan kualitas lingkungan dan pengurangan sumber daya alam ;
0,5 % dari nilai jual hasil produksi bijih (ore) ’

BAB iX
PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN PUNGUTAN
Pasal 27

s

. Melaiui laporan dari pemegang izin dengan Pengawasan Dinas Pertambangan;
. Melalui kontrakfor atau pemakai lainnya selaku Wajib Pungut (WAPU);
Sistem Tol/ Pos dengan surat berharga;
. Unit Pelayanan Teknis Kantor (UPTK);
. Melalui pelayanan fangsung kepada pemegang izin atau pelaku produksi.

Ao o m
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{2) Semua hasil penerimaan Pungutan Daerah disetor ke Kas Daerah sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan yang berfaku. o
(3) Dari hasil setoran secara bruto sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, diperinci

sebagai berikut :

a. Untuk PAD :85%
b. Untuk Kecamatan di Wilayah sumber bahan galian  :5%
c. Untuk Desa di Wilayah sumber bahan galian s
d. Operasional Dinas Pertambangan dalam rangka 5%

Pengawasan dan pengendalian
(4) Pengaturan lebih lanjut mengenai ayat (3) huruf {b) dan huruf (c) Pasal ini diatur
dengan peraturan Kepala Daerah.

Pasal 28

(1) Untuk kegiatan usaha Pertambangan Umum yang dilakukan oleh KK dan PKP28
perhitungan pungutannya berdasarkan ketentuan dalam kontrak dan atau izin.

{2} Kecuali untuk menghitung besamya pungutan bagi usaha perfambangan di Wilayzn
Pertambangan Rakyat (WPR) bahan galian emas ditetapkan 5 % dari harga jual dan/
atatt menurut jumlah mesin untuk menambang dan kapasitasnya.

Pasa! 23

(1) Pungutan atas usaha Pertambangan Umum harus diiunasi sekaligus setelah subys«
pungutan yang bersangkutan menerima Surat Ketetapan Pungutan (SKP).

(2) Pembayaran pungutan atas produksi yang terlambat dibayar 1 (satu) bulan setaizr
ditetapkan SKP dikenakan denda sebesar 2 % (Dua perseratus) dari pokok punguian
setiap bulan dan sefama-lamanya 6 (Enam) bulan. '

(3)  Apabila sampai batas wakiu sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini tidak dipenut,
maka Subyek Pungutan diberikan peringatan sebanyak 3 (iiga) kali berturut-turut da-
apabila tidak juga dipenuhi maka izin dicabut.

Pasal 30

Kepala Daerah dapat memberikan keringanan tethadap Subyek Pungutan atzs
permohonan yang bersangkutan disertai bukti dan alasan-alesan yang dapat dipertanggunc

jawabkan,

O
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BAE X
TUMPANG TINDIH WILAYAH

Pasal 31

Dalam hal terjadi tbmpang tindih antara kegiatan usaha pertambangan dengan kegiatan
selain usaha pertambangan, maka prioritas peruntukan lahan ditentukan oleh Kepala
Daerah sesuai dengan kewenangannya.

BABXI
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 32

(1) Pemerintah Daerah mengupayakan berhasinya penerapan can penegakan
Peraturan Perundang-Undangan di bidang lingkungan yang berlaku.

(2) Pemerintah Dasrah membina dan mengawasi dalam pelaksanaan ~engelolaan dan
pemanteuan lingkungan yang dilaksanakan oleh Pemegang iz sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan yang beriaku.

(3) Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana maksud dalam ayat (2) ~asal ini meliputi
pemberian persefujuan AMDAL (Kerangka Acuan/ KA, ANDAL RKL dan RPL}, UKL-
UPL yang disusun oleh masini}-masing Pemegang Izin selaku pemrz«<arsa.

Pasal 33

Pemerintah Daerah mewajibkan pemegang Izin pada operas: produksi unfuk
menyampaikan laporan Rencana Tahunan Pengelolaan <=7 Pemaniauan
Lingkungan (RTKPL) kepada Pemerintah Daerah.

(2j Pemeriniah Daeian mewajibkan pemegang !Zin sebelum reeraviz iahap operasiy
produksi untuk menyampaikan laporan Rencena. Tahunan Pengeicr2an Lingkungan
kepada Pemerintah Daerah dan menempatkan Dana Jaminan Rekizmasi pada Bank
Pemerintah atau Bank Devisa sebagaimana dalam Perundang-utdangan yang
berlaku.

-
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BAB Xil
PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PENGEMBANGAN
MASYARAKAT SERTA KEMITRA USAHAAN

Pasal 34

(1)  Pemerintah Daerah mewajibkan pemegang |zin sesuai dengan tahapan dan skala
usahanya untuk membantu program pengembangan masyarakat dan pengembangan
Wilayah pada masyarakat setempat yang meliputi pengembangan sumber daya
manusia, kesehatan dan pertumbuhan ekonomi.

(2) Kepala Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
program dan pengambangan masyarakat serta pengambangan Wilayah
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

Pasal 35

Kepala Daerah mengusahakan kemitra usahaan antara pemegang |zin cengan masyarakat
setempat berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan saling mengunt.ngxan.

BAB Xlll
USAHA JASA PERTAMBANGAN

Pasal 36

() Untuk menunjang dar memperlancar pelz¥sanaan uszhe-usznz pertambangan
umum diperlukan usana-usaha di bidang jesz pertambangan umur. .

(2) Perusahaan jasa pertamhangan umum sebelum melaksanakan usza pertamoangan
umurn teriebin gahultt harus mendapatkan izin Usaha Jasa Perzmbangan Jmum
dari Kepaia Daeran.

(3) Ketentuan jenis usahe, tata cara dan persyaratan usaha jesa peiambangan umum
akan ditetapkan lebih lanjut dengan Kenutusan Kepala Daeran.

BAE XiV
DATA INFORMAS! PERTAMBANGAN NASIONAL
Pasal 37

Dalam rangka penyiapan data informasi pertzmbangan nasionz:i  Kepala Dazerah
melzkukan Inventarisasi Potensi Sumber Daya Mineral yang berade <zaiam atau ciluar
Wilayah usaha pertambangan serta data pengusahzzn pertambangan.

ZrinT & men Bagian Hukum ’ 20



BAB XV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasai 28

Kepala Daerah bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan serta pengendaliar
usana pertambangan umum di Daerah.

Pasal 39

(1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengendalian ussha pertambangar
terhadap pemegang Izin dilakukan oleh kepala Daerah sesuai kewenangannya.
(2}  Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan tersebut ayat (1) pasal ini kepadz
Dinas Pertambangan dan Energi dengan Keputusan Bupati.
{3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi
Eksplorasi;
Eksploitasi (produksi) dan pemasaran;
Keselamatar. dan Kesehatan Kerja (K3);
. Lingkungan;
. Konservasi:
Tenaga Kerja;
. Barang Moda;
. Jasa Perlambangan;
Pelaksanaan penggunaan produksi dalam Neger
Investasi, Divestasi dan Keuanaan;
k. Penerapan Standar Periambangan;

= D Qo o

(o]

3 u'alnouoacnl-\,
m. Kegiatankegiatan lain di bidang usaha pertambangan umum sepanjanc
menyangkut kepentingan umum;

(4) Pelaksanaan pengawasan langsung di lapangan terhadap as7ek produksi dar
pemasaran, konservasi, K3 serta lingkringan di afukan sekurang-kurangnya 3 (Tiga’
bulan sekali.

Pasal 46

(1) Pembinaan dan pengawasan K3 dan lingkungan dilaksanakan oleh Pelaksanz

Inspeksi Tambang (PIT).

(2) Persyaratan, tugas pokok dan tugas PIT sehagaimana dimaksud pada ayat (1)
berpedoman pada ketentuan Pemerintah yang berizaku.
(3) Pelaksanzzn pembinaan dan pengawasan X3 berpedomzn  zade keientuar

Pemerinteh yang berlaku.



(4) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan lingkungan berpedoman pada ketentuan
‘Pemerintah yang berlaku.

Pasal 41

Pelaksanaan pengawasan fenaga kerja, barang modal, jasa pertambangan, pelaksgnaan
penggunaan produksi dalam Negeri, penerapan harga standar, investasi, divestasi dan
keuangan berdasarkan evaluasi atas {aporan tentang rencana dan realisasi yang
disampaikan dan uji petik dilapangan.

BAB XVI
PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 42

Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya mewajibkan masing-masing pemegang izin
untuk menyampaikan laporan kegiatan usahanya secara bulanan, triwulan, tahunan dan
laporan akhir serta laporan khusus lainnya sesuai ketertuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 43

Kepala Daerah sesuai kewenangannya mengevaluasi atas laporan kegiatan pemegang izin
sebagaimana dimaksud pada Pasal 4C Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN
Pasal 44

(1)  Setiap Orang dan Badan Usaha yang melakukan: pelanggaran kefsntuan pasal 5 ayat
(1) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (iiga) bulan atau
denda paling banyak 4 {empat) kali tunggakan terutang.

(2)  Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1} pasal ini adaigh Tindak Pidana
Pelanggaran :

(3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pada Pasal iri, tindak pidana
kejahatan berupa pencurian dan/atau yang menyebabkan terjedinya kerusakan
lingkungan hidup dan/atau pencemaran diancam pidana sesuz’ kitab Undang-
Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 19S7 dan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.
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Pasal 45

(1) Selain penyidik Poli yang bertugas menyidik tindak pidana, maka penyidikan atzs
pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan juga oleh Penyic'< Pegawai Negeri S
dilingkup Pemerintah Daerah.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud oada ayat (1) dale~
melakukan tugas penyidikan, berdasarkan kewenangan yang diberkan oi=-
perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIIi

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP
Pasal 46

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Izin yang te =~ diterbitkan sebel.—
ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku samcz' dengan berakhirny =
Izin yang bersangkutan.

(2) Bagi yang telum memiliki izin dan atau izin yang masih dz'zm proses penerbitzr
harus segera menyesuaikan sesuai dengan ketentuan Peraturzn Daerah ini.

Pasal 47

Persyaratar permohonan perizinan usaha periamhangan adalah ssoztaimena terlamc -

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerz~ ni.
Pasal 48

Hel-hai yang beluin cukup diatur dalam Peraturan Caerah ini, sepsr.zng mengenai tek: .2

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

-~
3
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Agar supaya setiap orang dapat mengetznuinya memerinizhkan pengundancz-

=
-z

Peraturan Daerah ini dengan penempatannyz dalam Lembaran Daerah Kabupa=~
Konawe.

Ditetapkan di Unazha

Padatanggal 11 Juni 2007

BUPATI KONAWE,
T.T.D

H.LUKMAN ABUNAWAS.

Diundangkan di Unaaha
Pada tanggal 19 Juni 2007

Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE,

TT.D
MUSTARI TUMORO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2007 NOMOR 39
UNTUK SALINAN

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA,
KABAG. HUKUM SETDA <AB. KONAWE,

Nip/r.eﬁ 008/2{6




PENJELASAN ATAS
DERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE

NOMOR 05 TAHUN 2007

TENTANG
PENGELQLAAN PERTAMBANGAN UMUM

Dengan diberiakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahar
Daerah, maka terbuka peluang yang seluas-luasnya dalam mengelola potensi sumber dayz
alam yang dimiliki. Hal ini bukan semata-mata mengsjar pemasukan Daerah akan tetac
yang lebh utama adalah bagaimana Pemerintah Daerah menjaga  kelestariar
lingkungannya dan mensejahterakan masyarakatnya.

1. Penjelasan Umum
Potensi Sumberdaya Mineral yang terkandung di dalam Wilayah = abupaten Konaws
merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang diperuntukkan pemanfaatannya bac
sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Agar dapat dimanfaatkan dengan baik, maka diperiukan pengusahaannya dala™
bentuk ussha pertambangan yang dilaksanakan oleh bads~ usaha madpu”
perorangan.

Oleh karena didalam pengusahaan sumberdaya mineral gunz pemanfaatannyz
disamping akan menimbulkan dampak yang bersifat posifif juge czpat menimbuika"
dampak negatif terhadap lingkungan hidup, maka diperlukan pe-gaturan (reguias
pengelolaannya berdasarkan kewenangan Daerah dan Kaideh Otonomi Dasrah.

2. Penjeiasan pasai demi pasai:
Pasal 1 s/d 8; cukup jelas.
Dasal 9
Ayat (1)
Apabila dalam suatu wilayah usaha pertambangan bahan galien batubaia terdaps:
bahan galian mineral lain atau sebaliknya , maka dapat diberikan izin pada tahac
penyelidikan umum atau eksplorasi setalah mendapatkan persetujuan deri pemegang
izin terdahulu.
Apabila kegiatan usaha pertambangan akan ditingkatkan ke tahzc gksploitesi, max
para pemegang izin harue menyampaikan proposal kepada Kzzale Daerah gur
menetapkan pemegang izin inana yang pertama harus melakukan e«sploitasi.

[ EEAY
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Ayat (2); cukup jelas

Pasai 10 s/d 23; cukup jeias

Pasal 24 huruf (a}

Pencadangan wilzyah periambangan adalah proses permohenan an pelayenan uni.-
mendapatkan wilayah pertambangan dalam rangka pcrmohonan Kuasa Pertambangz-
(KP), Kontrak Karya (KK), Perjenjien Karya Pengusahaan Periambangan Batubzz
(PKP2B), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Pertambangan Sx2'a Kecil (IPSK)
karena pencadangan wilzyah merupakan bagian dari proses permohonan izin, ma<z
diperlukan pembatasan jangka waktu selama 5 (lima) hari Pe";a guna melengkzz
persyaratan permohonan izin, agar proses izin tidek memakan waxiU yang berlarut-iz"_
sehingga menghambat pemohon lain yang akan melakukan Lbaha pertambangzn

umum.

uc
-~
A

Pasal 25; cukup jelas
Pasal 26

A

menggunakan Sistem Informasi W:Iayah Pe mbangan (S‘.. ya'm Lcrm&: EN
secara rasional, disampin itu wilayah yang teizh dicadangkan i mup bagi pema~z-
lzin, maka diperlukan konpensasi biaya atas pc"\anlaatan teknolcsi informesi geogr
dan atas penguasaan sementara terhadap lahzan

Pasal 27 s/d 43; cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR 03 TAHUN 2007

~7 & —2n Bagiar: Hukum
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LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR : 08 TAHUN 2007

PERSYARATAN PERMOHONAN PERIZINAN

1. KUASA PERTAMBANGAN (KP) :
1. Kuasa Periambangan Penyelidikan Umum atau Kuasa Pertambangan Eksploras
Baru (Permohonan Baru) :
a. Surat Permohonan
b. Peta Wilayah
c. Akte Pendirian Perusahaan yang salah satu mexsud dan tujuanm =z

menyebutkan berusaha di bidang -srtambangan da~ isiah disznken o=
instansi yang berwenang

d. Tande bukti penyetoran uang jaminzn kesungguhan
e. Laporan keuangan bagi perusshzzn baru den lapcran keuanzan ter -
rakhir yang telah diaudit oieh Akun:zn Publik bagi peruszhaan lzmz

Perpar J angan Kuasa Pertambangan Penvsiidikan Umum
a.  Surat Permchonan

b. PetaVilayah

c. Leporen Kegiataq r-enyehcnkan Um

d

o=

ar bangan Eksplorasi :
a. S oagaz Peningkatan i{uasa Pertemzzngan Penyelidixz omurm

v

(O3]

- Sure’ Permohonen
ele Viiayah
- aperan Lengkap Penyelidikan Umum
- Tanda Bukli Pelunasan luran Teiz:
- Rencana Kegiatan dan Biaya
b. Kuasa Pertambangan Eksplorasi bikan Peningkatan <uasa Perambangar
Penyelidiken Umum :
i - Surat Permohonan
| - Peta Wilayah
- Akte Pendirian Perusahaan yang salah satu maksud dan tu;uanrm/
menyebutkan berusaha di bidang pertambangan dzn telah disahkan ci=
instansi yang berwenang

U
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- Anggaran Dasar yang salah satu maksud dan tujuannya menysciivan
berusaha ¢: hidang pertambangan dan telah disahkan oleh instens:  27g

perwenang 'Ahs 1s uniuk Keps-asi 1 KUD.

- Rekomendesi czri Dinas Koperasi dan Usaha sz Arusus uniuk «

KUD.
Perpanjangan Kuase Periambanga
Surat Permononan
Heta Wilavan
Laporan Lengkep Penyelidiken Umum
Rencana Kegiaten dan Biaya
Tanda Bukti Pelunasan luran Tetap
in Pengiriman Contc Sampel / Buzh (diberikan hanyz sz <ali) -
Surat Permohonzn
Salinan atau Copy Surat Keputusan Kuasa Pertamz zngar
Sukti Pelunasan luran Tetap dzn luran Eksplores!
g Rencana Tembang Percotaan
Rencana Tujuan. Jumleh dan Kualitas Pengirimar 22722

n Eksplorasi :

(&) RE
Fo0o oo

R N =)

disetujui
Kuesa Pertambangan E splonasu
a. Feningkatan Kuesz Pertambangan Eksplorasi
- Suret Permohionan
- Petz Wilayah
- Laporen Lengkep
- Leporen Sudv e‘

s}

menyepuixan perusana di bidang
instansi yang berwenang
b. KP Eksploitasi Baru {bukan sebagai peningkzz~ Kuasa

Eksplorasi)

- Surat Permohicnan

- Peta Wiiayah

- Laporan Lengkzp Eksploras
-1 aporan Study Kelayakan

- Joxumen AMCAL zieu UKL —

& senBhoes —uku=

Dokumen AMDAL 7 UKL — UPL kzgiatan pengemz 27 confo ruzh

AN

]

)
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- Akte Pendirian Perusahaan yang salah safu maxsud dan tijuan”,z
menyebutkan berusaha di bidang pertambangan dar 'slah disah<an ole
instansi yanc berwenang.

- Rekomendas dari Dinas Koperasi

Perpanjangan Kuesz Pertembangan Ekswoitasi =

Surat Permohcnan

Peta Wilayah

Tanda Bukti Pelunasan luran Tetap dan luran Ekspleiias
Laporan Akhir Kegiatan Eksploitasi

Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan
Rencana Kerje dan Biaya

8. Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian ssrta Perzanjancz-
(mandiri/bagi yang tdak mempunyai KP =xsploitasi) :

b.
C.
d

©

Surat Permohcnan

Rencana Teknis Pengolahan dan Pemurnian

Dokumen AMDAL / UKL — UPL

Perjanjian Jua! Beli dengan Pemegzanz Kuasa Pertambz-zan Ekst - s
Laporan Kegietan Pengolahan dan Pemurnian yang = zh dilake-zn (L
perpanjangan}

Pengakhiran dan Pengambilan Kuasa Periambangan :

Surat Permchenan
Laporen Akhir Kegiatan
Tande Bukti Pelunasan luran Teteo dzn/atau luren Tetzz Sksploiizs
Laporan Peleksenazan Pengelolzzn _ "gkunoan dan Re~zznaKegziz
Pasca Tembang (untuk KP Eksplcizs)

r'undahcr Kuasz Pena'nbangan
Surat Permohcnan
Surat Pernyatzan Pemeqgang Kuasz Pertambangan
Berita Acera Sereh Terima
Akte Pendirian Perusahaan Baru yang salen safu mz«sud de~ wjuar =
menvebutkan berusaha di bidang pertambangan dar telah diszr<an cie
Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusiz atau Insiznsi yarc
berwenang, seiah satu Direktur / Fengurusnya adalz~ Direkiur  “engur_:
Perusahaan yang lama.

11. Ralat Batas dan Lues Wilayah

a.
b.
C.

Surat Permohonan
Peta Wilayzn
Alasan Perubz"zn Batas dan Luz = #ilayah

12. lzin Pertambangan =zhan Galian Golc. gan C :
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a. Surat Permohonan

b. Sural Pemyatzan kesanggupan pemcnen unfuk memenuhi ketentuan

csraturan perundang-undangan vz-s beriaku di 03z et “’T"cl"CT‘I yarg
>ioubuhi diatas kertas yang berma:z-z sepesar Fp. 2 JC. &n

C. CGambar [ Peta Wilayah Permohonean
d. Foto Copy Kartu Tanda Penduuu {KTP) untuk pemcnon oerorang
gisahkan oleh Pejabat yang berwenang

aii Tibu .up_lah

e. roto Copy Akte Badan Hukum (Psrusahaa, Koperes: -ayasan den lain-lain
Jntuk pemohon izin atas nama Bzczn Hukum Usz-z vang disahkan ole”

Pejabat yang berwenang
f. Foto Copy lzin Domisili Badan Us
rama 3adan Hukum Usaha yang c's

n

=1
Ci

SSgara bebas).
h. Surat Keterangan / Rekomend
geri Pimpinan Instansi Teknis yan
13. lzin Pertambangan Rakyat :
Surat Permohonan
Cambezr / Peta Wilayah Permohonzn
Surat Rekomendasi dari Camat, K=
Szlinar seh Kertu Tanda PendudL-

)

® oo ow

(/)

vang dikeiuarkan cieh Dirzs Kopez
-"esancouaan pemohon memenun:
ciietapren sesuai ketenivzn-keteni.

KONTRAK KARYA (KK) DAN PERJANJIAN KARYA PENGUS/ HAAN
PERTAMBANGAN BATUBARA (PKPK2B) :

-

i. lzin Pengirimas: Corito SampelRuah (diber <an hanye sai_ «
a. CSurat Permohonan
b.  Szlinan/ Copy Surat Keputusan Psnetepan Tahapan « =giatan Siuc
Kelayakan

o

[\})

Bukti Pelurasan luran Tetap dan Royelly Pertambangz"
Peta Rencana Tambang Percobaan
“ewoan: T* liuan ""niah :’an KJ9 :

— =
N0,

ug ts".". ‘ZISG"JJ i,

a (Perusahazr untuk pemchon atas
nkan oleh Pejsc =7 vang berwenang
g. F“oto Copy Status Tanah pada wi'zvah permohonz- :chlla buxan faner

glinan yeng sah deri Su at Pengssehan tenteng Zzz2n Hukum <opere

X

[

)
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Surat Permohonan

Akte Pendirian Perusahaan

Foto Copy Domisili

Oaftar Pimpinan Umum Perusanaan can Alamat
Daftar Tenaga Ahli

Daftar Peralatan

PersetUJuan Rencana Kerja dan Biaya

a. Surat Permohonan

b. Laporan Kegiatan

c. Laporan Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Biaya
Surat Izin Penyelidikan Pendahuluan (SIPT)

a. Peta Wilayah

b. Rencana Kerjadan Biaya

c. Surat Persetujuan Prinsip

I =

Persetujuan Prinsip Aplikasi

a.  Surat Permohonan

b. Peta Wilavah

c. Bukti Setoran Jaminan Kesungguhan (salinan / foto cop; frensfer)
d

Laporan Tehunan dan Laporan Keuangan 3 (tiga) tehur ierakhir vans Taudit

oleh Akuntan Publik kecuali bagi permononan baru.

Atem~

Surat Khusus Direksi yang diketanui o'sh Koniisaris unte« penendaiz=zzn

e.
Permohonan

f.  Kesepakatan bersama dalam hai pemcnonnya lepih dz- * (saiu)

Perpanjangan SIPP

a. Peta Wilayah

b. Laporan Hasil Kegiaian SIPP

. Rencana Kerja dan Eiayz Perpanian

Perseiujuan Tehap Kegiatan Penyclid

a. Surat Permohonan

b. Peta Wilayah

c. Rencana Kerja dan Anggaran Biave Tahap Peipanjangzr Penyelidikan
Umum

d. Bukti Pembayaran Kewajiban Keuangan

e. Leporan Hasil Kegiatan Penyehdukaq Umum

Permulaan Tahap Kegiatan Eksploras

a.  Surat Permohonan

b. Peta Wilayah

c. RencanaKerja dan Anggaran Keuzangzn Biaya Tahiap Ex«sploras.

n SIPP
Jmtm

) 'n
(\J
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10.

1.

12,

N
w

14.

d. Bukti Pembayaraﬁ Kewajiban Keuangan
e. Laporan Penyelidikan Umum
Perpan;angan Tehap Kegiatan Eksplorasi

a. SuratPermohonan

b. Peta Wilayah

¢. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Perpanjangan Tahap Eksplorasi
d. Bukti Pembayaran Kewajiban Keuangan

e. Laporan Kemajuan Eksplorasi

Tahap Studi Kelayakan
Surat Permohonan
Peta Wilayah
Rencana Kerja dan Anggaran Keuangan Biaya Tahap Studi Kelayakan
Bukti Pembayaran Kewajiban Keuangan
Laporan Kemajuan Eksplorasi
erpanjangan Tahap Kegiatan Studi Kelayakan (bagi KK/PKF23 yang sudah ada)
Surat Permohonan
Peta Wilayzh
Rencana Kerja dan Anggaran Keuangan Biaya Tehap Stuai Kelayakan
Bukti Pembayaran Kewajiban Keuangan
Laporan Kemajuan Studi Kelayakan
ahap Konstruksi
Surat Permohonan
Peta Wilayzh
Rencana Kerja dan ,ﬁﬂggaran Ketangan Biaya Tahep St.c <slayaker
Sukti Pembayaren Kewejiban Keuangan
PersetUJua'. L aporen Studi Kelayakan
Persetujusn AMDAL (ANDAL, RKL dan R7L)

o o

O T® e 00 o DO RO

Q.

=h

13. 19‘1 o(‘perasf Produks:

Surat Psrminhonan
Peta Wilayzh
Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahap Operasi Procu«si
Laporan Akhir Konstruksi
Bukii Pembzyaran Kewajiban Keuangan
Persetujuan Laporan Tahap Konstruksi
erpanjangan Tahap Cparasi Produksi
Surat Permohonan
Pete Wilayzh
Rencana Kerja dzn Anggaran Biaya Perpanjangan Tanzc Zosrasi Prosuks
Persetujuan Studi Kelayakan Baru (revisi)

Q0T DTe A0 T
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16.

17. ¥

18.

20.

21

e. Persetujuan AMDAL, RKL dan RPL (revisi)
f Bukti Pembayaran Kewajiban Keuangan
Penuridazan Kegiatan
a. Surat Permohonan
b. Laporan Kegiatan Akhir
¢. Dasar/ Alasar Pengajuan Suspensi / Penundaan
d. Tanda Bukti Pembayaran Kewajiban
Pembatalan / Terminasi
a. Surat Permohonan
Peta Wilayah
Laporan Lengkap Kegiatan Akhir
Persetujuan Hasil Rapat Umum Peinegang Saham (RUZS)
Rencana Penjualan Aset
Cyaluasi Pelaksanaan K3 dan Lingxungan
erubchan Luas Wilayah KK/PKP2B
Surat Permohonan
Peta Wilayah
_ eporan Rencana Penciutan / Periuasan Wilayah
Bukti Pembayaran Kewajiban Keuangan
erubanan Pemegarg Saham
Surat Permohonan
Akte Pendirien Perusahaan yang telah disahkan oleh D=partemen Kehakimer
2”7‘ Hak Asasi Manusia
i Kopdtusan RUPS Luer Biesz
oran Keuangan 2 (dua) tahun e"akhir yang telan 3 =.dit Akunten Publik
&t Akte Jual Beli Seham -
j 1an Perubahan Miira Kerja Asing dan Nasionai (¥ 2sus PKPZ
at Permohonan
Plom Perusahaan
Dasar / Alasan Perubahan Rencana Kerja dan Biaya
erubahan Rencana Kerja
Surat Permohonan
Laporan Kegiatan
¢ Dasar/ Alasan Perubahan Rencana Kerja dan Biaya
4. Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Biaya
Pencairan Security Deposit
a. Surat Permohcnan
Bukti Penyampaian | aporan Kegiatan
Derubahan telah merbayar luran Tetap / Deadrent

Do a0 T
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24,

25.

NO
~I

28.

. Pencairan Uang Jaminan Kesungguhan

a. Suraf Permohonan
b. Sura' Pernyataan untuk idek mengafinkan saham sampai KKIPKPKZ3
ditanda tangani
”se!u,'uan Kontrak Jual Beli Has!! Tambang bagi Perusahaan berafiliasi
2. Surat Permohonan '
D. Suiat Keterangan Status Peruszhaan
c. Naskah/Draft Perjanjian Jual Beli
Rexomendasi Perubahan Akte Pendirian Perusahaan
a. Surat Permohonan
b. Dasar/ Alasan Perubahan Akte Pendirian Perusahzz
c. Akte Perusahaan
Re<omendasi Perubahan Investasi
a. Surat Permohonan
b. Dasar/ Alasan Perubahan Invesizsi
c. Bukti Pembayaran Kewgjiban Keuzangan

. Rexomendasi Konsolidasi Biava

a. Surat Permohonan
b. Laporar Keuangan 2 (du2) tahn terakhir yang te'z" dizudit oleh Akuntan
Publik

c. Bukti Pembayaran Kewajiban Keuargan

Re<omendasi Rencana Penggunaan Tenzga Keije Asing (RPTKA)
2. Surat Permohonan

b. Dasar/ Alasan Pengaunaan Tenzegz Xerja Asing

¢. Daftar isian RFTKA dari Depneker

d. Struktur Orgenisesi Perusanaan

Re<omendasi Izin Tenage '< erja Asing (1TKA)

Suraf Permohenan

! :(uahﬁka& TKA
d. Paspor dan Visa TKA
Rexomendasi Barang Modal
a.  Surat Permohonan
b. Realisasi barang dan modal tahun sebelumnya
c. Daftar kebutuhan barang dan modal
Barang modal tahun sebelumnya yang belum direalisasikan masuk dapat
daftar kebutuhan barang modat (6}

a s
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32,

33.

C Daf‘ar barang- barang pc Alatan yang akan di Re

Rekomendasi Penghapusan Barang Modz!

a. Surat Permohonan

b. Daftar Barang/Peralatan yang akan dinapuskan
c. Dasar/Alasan bahwa barang tidak ekonomis lag

Rekomendasi Impor Barang/Peralatan dengan Fasilitas OB 23
a. Surat Permohonan
b. Fotokopi perjanjian pemifik barang di fuar negeri dengan pemakai

c. Daftar barang/peralatan pinjam pakai sementara yang akan diimpor
d. Alasan/dasar penggunaan barang/peralatan pinjam pakai sementara

Rekomendasi Security Clearance Survey Udara

Surat Permohonan

Daftar nama tenaga ahii Indonesia aan Asing dilengkapi dengan !t
Dattar peralatan Surver udara

Kzterangan lokasi kegiatan

Qo oo

Rekerrendasi Pengembangan Pelabuhan Khusus Kegiatan Tambang
a. Surat Permohonan

b. Desain Pelabuhan

c. ANDALRKL-RPL wiiaveh peic

Rekomendasi Pengoperasian Pelabuhan Khusus Kegiatan Tambang
a. Surat Permohonan
b. Rencana Pengoperasian Pelabuhan

\l\
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